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Tindak pidana pemerasan dengan cara penyebaran video porno di media sosial sudah
marak terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan kasus yang
ada di Provinsi lampung terdapat lima (5) kasus dan salah satu nya terdapat di daerah
Lampung Utara, Kota Bumi yang menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Kadek
Agus bin Putu Suwike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana pemerasan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan
Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu dan apakah faktor penghambat penegakan hukum
pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di
media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan
adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan
dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kejaksaan
Negeri Lampung Utara, Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Dosen Bagian
Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan
Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah dengan menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas)
bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)
Bulan. (2) Faktor penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan
melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor



M. Aldino Gusanda

:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah belum sempurnanya perangkat hukum, masih
rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, penegakan hukum yang kurang
professional, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasana
serta terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran diharapkan pemerintah dan
pembuat undang-undang mampu menciptakan suatu komposisi peraturan hukum yang
mampu dan dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana penyebar video porno di
media sosial yang kian dinamis pergerakannya. Diharapkan melalui hal tersebut dapat
diciptakan suatu kebijakan yang memiliki esensi dalam memberlakukan hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat diberlakukan secara limitatif
yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum
umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa. Sebaiknya dalam pelaksanaan
tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama
baik pemreintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya
penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam
mengatasi masalah peredaran video porno.
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